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Tahun Penegakan Hukum, Ditjen Pajak Sandera Penanggung 

Pajak di Kupang dan di Depok 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian 

Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara pada hari ini 

telah melakukan penyanderaan di dua lokasi yang berbeda yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur 

dan di Depok, Jawa Barat. 

Penyanderaan pertama dilakukan pada pukul 00.55 WITA terhadap AJS yang merupakan 

penanggung pajak CV M, sebuah perusahaan distributor semen yang memiliki tunggakan pajak 

sebesar Rp547 juta. Penyanderaan ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa 

Tenggara bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang bekerja sama dengan Polres 

Kupang, Badan Intelijen Negara Daerah NTT, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT, dan 

Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas II A Kupang. Setelah disandera selama kurang lebih 

dua belas jam, AJS telah melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak sehingga telah 

dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penyanderaan kedua dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat III terhadap HD yang merupakan 

penanggung pajak CV SKT yang memiliki utang pajak yang mencapai Rp3,1 miliar. Saat ini HD 

dititipkan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Cilodong, Depok.  

Tindakan penyanderaan merupakan upaya terakhir untuk memaksa para penunggak pajak dalam 

melunasi tunggakan pajaknya. Sebelum disandera, terhadap penunggak pajak telah dilakukan 

tindakan penagihan secara persuasif melalui penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa yang 

kemudian dilanjutkan dengan upaya penagihan aktif melalui penyitaan harta kekayaan, 

pemblokiran rekening sampai tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri. Penyanderaan 

dilakukan karena penunggak pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya, 

sedangkan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melunasinya. Diharapkan dengan 

upaya penyanderaan ini, Wajib Pajak dapat segera melunasi utang pajaknya dan dapat 

memberikan efek jera kepada para penunggak pajak lainnya. 

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam 

melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang 

pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan 

ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak. Komunikasi dengan KPP dalam 

rangka menyelesaikan utang pajaknya merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap 

kooperatif. 

http://www.pajak.go.id/
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Informasi lebih lanjut hubungi: 
 
Sanityas Jukti Prawatyani 
Plh. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 
Gedung Utama Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 
Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta 
Telepon: 021 5250208 ext. 51658 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan untuk itu Ditjen Pajak mengajak seluruh 

masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional 

dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan benar. 

Ditjen Pajak dengan dukungan penuh instansi penegak hukum lain akan menindak tegas segala 

bentuk penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata 

cara dan peraturan perpajakan, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau datang ke KPP 

atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terdekat. Seluruh pelayanan yang 

diberikan tidak dipungut biaya. #PajakMilikBersama 


